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Abstrak
 

Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang hingga kini masih 
menghadapi tantangan besar dalam pembangunan manusia. Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) Papua tercatat masih berada di bawah rata-
rata nasional, yang mengindikasikan rendahnya capaian dalam aspek 
pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Untuk mendorong 
peningkatan IPM, dibutuhkan berbagai faktor pendukung seperti 
pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta 
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berperan sebagai instrumen 
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini 
secara khusus bertujuan untuk menganalisis bagaimana IPM Papua 
dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, 
kesehatan, dan infrastruktur jalan, serta kontribusi PDRB dan UMK. Dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menerapkan metode 
analisis regresi data panel. Data yang digunakan bersumber dari data 
sekunder sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam periode 2020 
hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel PDRB 
yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini berarti 
pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB mampu memberikan 
dampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. 
Sementara itu, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, 
dan infrastruktur, serta UMK tidak memberikan pengaruh signifikan. 
Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi efektivitas alokasi anggaran 
pemerintah dan kebijakan ketenagakerjaan agar benar-benar dapat 
mendorong pembangunan manusia di Papua secara berkelanjutan. 

Abstract 
Papua is one of the provinces in Indonesia that continues to face major 
challenges in human development. The Human Development Index (HDI) 
of Papua remains below the national average, indicating low achievements 
in education, health, and living standards. To improve the HDI, several 
supporting factors are needed, such as government expenditure, Gross 
Regional Domestic Product (GRDP), and District/City Minimum Wage 
(UMK), which serve as instruments for economic development and 
community welfare. This study specifically aims to analyze how Papua’s HDI 
is influenced by government expenditure in the sectors of education, health, 
and road infrastructure, as well as the contributions of GRDP and UMK. 
Using a quantitative approach, this research applies a panel data regression 
analysis method. The data used are secondary data collected from nine 
districts and cities in Papua Province covering the period from 2020 to 2023. 
The results of the study show that only GRDP has a significant effect on the 
HDI. This finding indicates that economic growth, as reflected in GRDP, has 
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a real impact on improving the quality of life in Papua. Meanwhile, 
government expenditure on education, health, and infrastructure, as well as 
UMK, does not have a significant effect. These results suggest the need to 
evaluate the effectiveness of government budget allocation and labor 
policies so they can better contribute to sustainable human development in 
Papua. 

 

1.  Pendahuluan 
Peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi ialah satu 

hal yang krusial untuk negara berkembang (Zarkasi et al., 2021). Salah satu negara 
berkembang yang sering menghadapi tantangan pembangunan untuk membangun 
masyarakat yang makmur dan sejahtera adalah Indonesia (Maulina & Andriyani, 
2020). Adanya peningkatan ekonomi yang tinggi tidak selalu memecahkan masalah 
kesejahteraan masyarakat (Si’lang et al., 2019). Pada dasarnya, Indonesia 
merupakan negara yang memiliki nilai GDP tertinggi di Asia Tenggara, hal ini 
didukung karena adanya populasi penduduk yang besar dan banyaknya sumber 
daya alam. Berdasarkan data dari The World Bank (2023), bahwa Indonesia 
memiliki populasi penduduk kisaran 277,53 juta jiwa dan berada pada peringkat ke- 
4 hal ini didukung data dari Countrymeter (2023). Meskipun GDP Indonesia 
menempati peringkat teratas di Asia Tenggara, hal ini tidak sejalan dengan 
pembangunan manusia yang terbilang masih rendah. Kemajuan demografi suatu 
negara dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (Vitona et al., 
2024). 

Publikasi Human Development Report tahun 1996, United Nations 
Development Programme (UNDP) pertama kali mengemukakan IPM sebagai “a 
process of enlarging people’s choices” atau meningkatkan bagian dari kehidupan 
masyarakat. Menurut United Nations Development (UNDP) score HDI Indonesia 
memperoleh nilai 71,3 yang menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan 
IPM yang tinggi. Namun, score IPM Indonesia masih berada di peringkat ke-6 di 
ASEAN dan peringkat 112 dari 193 negara. Tujuan pemeringkatan melalui Indeks 
Pembangunan Manusia adalah memberi gambaran tentang kualitas kehidupan 
manusia baik sosial, ekonomi, dan budaya (Sitompul et al., 2024). Walaupun 
Indonesia memiliki potensi yang besar namun, kualitas hidup masyarakat masih 
rendah dan belum merata. Menurut data BPS (2024), lima provinsi di Indonesia 
seperti: Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah 
memiliki Indeks Pembangunan Manusia terendah. Banyak daerah di Indonesia 
memiliki IPM kurang dari rata-rata nasional, yang berarti menjelaskan adanya 
ketidaksamaan kualitas hidup masyarakat (Dendy Indramawan et al., 2021). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi bagian dari parameter yang 
dipergunakan sebagai penilaian pembangunan manusia dalam jangka panjang 
(Sidabutar et al., 2020). IPM memiliki peranan penting untuk menentukan tingkat 
pembangunan ekonomi yang dikaitkan dengan tingkat pembangunan manusia 
suatu negara (Agustin & Anto, 2022). Pembangunan manusia juga merupakan 
sebuah investasi di masa depan (Arifin, 2023). Tujuannya adalah agar manusia 
dapat hidup lebih lama dalam lingkungan yang lebih baik (Harahap, 2022). Peningkatan 
Indeks Pembangunan Manusia menjadi fokus utama pemerintah Indonesia, karena 
IPM sebagai faktor krusial dalam kemajuan dan kualitas hidup masyarakat (Agustin 
& Anto, 2022). Peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia 
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terlihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan, di mana semakin besar 
anggaran yang dikeluarkan, semakin tinggi pula tingkat pembangunan manusia 
yang tercapai (Bakar, 2020). 

Peningkatan akses pendidikan berdampak penting pada IPM di seluruh 
Kabupaten dan Kota Provinsi Papua, hal tersebut karena pendidikan mampu 
memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesehatan, kualitas pendidikan 
yang baik berpengaruh langsung terhadap peningkatan IPM di Papua. Dalam upaya 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia memerlukan penyediaan sarana 
memadai, melalui investasi di sektor pendidikan sebagai langkah utama (Batubara, 
2023). Investasi di bidang pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, literasi, 
dan keterampilan masyarakat, yang selajutnya akan berdampak positif pada IPM 
(Harsono et al., 2024). Hal tersebut didukung oleh penelitian Listianingsih et al., 
(2022) dan Imron, (2018) bahwasannya biaya pendidikan berdampak pada IPM. 
Karena pendidikan pada dasarnya berfungsi sebagai landasan ekonomi untuk 
pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.  

 
Gambar 1. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian literatur, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa 
terdapat empat variabel utama yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) di Papua. Pertama, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan 
(H1) diperkirakan berpengaruh terhadap IPM karena pendidikan yang baik dapat 
meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pendapatan Masyarakat (Abdilah & 
Suliswanto, 2021; Rahim, 2021; Susanti, 2020; Maryozi et al., 2022; Safitri 2016). 
Kedua, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (H2) dihipotesiskan 
berpengaruh signifikan terhadap IPM sebab kesehatan yang memadai merupakan 
fondasi utama produktivitas serta peningkatan kualitas hidup manusia (Wulandari, 
2022; Munawaroh, 2020; Thazafi, 2022; Putra, 2017). Ketiga, pembangunan 
infrastruktur khususnya infrastruktur jalan (H3) berpengaruh terhadap IPM karena 
mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, fasilitas 
kesehatan, dan kegiatan ekonomi yang sebelumnya terbatas (Kiha et al., 2021; 
Naibaho & Nabila, 2021; Larasati, 2018; Suhedi & Astuti, 2023). Keempat, Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) (H4) diharapkan memberikan pengaruh positif 
terhadap IPM karena peningkatan pendapatan daerah dapat memperbesar daya 
beli masyarakat, memperkuat perekonomian, dan menciptakan lapangan kerja baru 
(Ismanti, 2017; Komang & Ida, 2024; Jahang et al., 2024; Imelda et al., 2021). 
Dengan demikian, variabel pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan PDRB 
dirumuskan sebagai faktor yang menjadi dasar hipotesis penelitian terkait 
peningkatan IPM di Provinsi Papua. 
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2.  Metode Penelitian  
Data sekunder yang digunakan pada studi ini diambil dari 9 Kabupaten dan 

Kota yang terletak di Provinsi Papua dengan observasi mulai tahun 2020 sampai 
2023. Data tersebut dipublikasikan oleh situs resmi milik pemerintah Indonesia dan 
situs berita domestik. Secara lebih rinci, sumber data untuk variabel IPM dan PDRB 
di peroleh melalui website BPS www.bps.go.id, data pengeluaran pemerintah 
diperoleh dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
www.kemenkeu.go.id, dan data Upah Minimum Kabupaten (UMK) diperoleh dari 
situs yang memberikan informasi seputar keuangan dan perbankan melalui 
www.blitarkota.net. 

IPM didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia sebagai tolok 
ukur kemampuan dasar pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama: 
tingkat pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak. Satuan data IPM dalam 
studi ini adalah basis poin. Kementerian keuangan mengatakan bahwa pengeluaran 
pemerintah berasal dari pendapatan APBN yang diberikan pada daerah-daerah 
dengan presentase tertentu untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan 
kesehatan.  Pengeluaran pemerintah untuk studi ini adalah ribu rupiah per unit data. 
Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto adalah ukuran pendapatan suatu 
wilayah yang dapat berguna untuk mengevaluasi hasil pembangunan dan sebagai 
dasar perencanaan pembangunan ekonomi di daerah tertentu. Satuan data PDRB 
dalam penelitian ini yaitu juta rupiah. Upah, menurut Undang-Undang No 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, ialah hak pekerja atau buruh yang diserahkan oleh 
pengusaha atau pemberi pekerjaan yang ditentukan atau dibayarkan menurut 
perjanjian kerja yang disepakati serta, berdasar pada peraturan hukum. Satuan data 
UMK dalam studi ini adalah rupiah. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Papua dengan periode 
observasi dari tahun 2020 hingga 2023. Data penelitian bersumber dari beberapa 
lembaga resmi, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyediakan data 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB), Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempublikasikan data 
pengeluaran pemerintah, dan informasi mengenai Upah Minimum Kabupaten 
(UMK) yang diperoleh dari situs keuangan dan perbankan. IPM yang dirilis oleh BPS 
digunakan sebagai indikator kemampuan dasar pembangunan manusia melalui 
dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dengan satuan data dalam 
basis poin. PDRB dipakai sebagai ukuran pendapatan suatu wilayah dengan satuan 
juta rupiah, sedangkan pengeluaran pemerintah diukur dalam ribu rupiah per unit 
data, yang mencakup alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, 
dan kesehatan. Sementara itu, data UMK dalam penelitian ini menggunakan satuan 
rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Semua data tersebut dihimpun secara sistematis untuk kemudian 
dianalisis menggunakan metode regresi data panel agar dapat menggambarkan 
pengaruh variabel independen terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Papua. 

Metode analisis regresi data panel dipergunakan pada penelitian kuantitatif ini. 
Untuk menganalisis data panel perlu dilakukan serangkaian pengujian. Pertama, 
model terbaik ditentukan dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Kedua, 
apabila hasil Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan inkonsistensi, dilanjutkan 
dengan Uji Lagrange multiplier. Selanjutnya dilakukan Uji signifikansi simultan (F) 

http://www.bps.go.id/
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dan Uji Koefisien Determinasi (R2) untuk mengevaluasi kebaikan model. Selain itu, 
Dampak variabel independen terhadap variabel dependen juga ditentukan dengan 
menggunakan Uji Signifikansi Parsial (t). Terakhir, dilakukan Uji Multikolinearitas 
dan Heteroskedastisitas untuk memenuhi Uji Asumsi klasik. Model persamaan data 
panel studi ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
𝐼𝑃𝑀!" = 𝛽# + 𝛽$𝑙𝑜𝑔𝐸𝐷𝑈𝐶!" + 𝛽%𝑙𝑜𝑔𝐻𝐸𝐴𝐿𝑇𝐻!" + 𝛽&𝑙𝑜𝑔𝐼𝑁𝐹𝐽𝐿!" + 𝛽'𝑙𝑜𝑔𝑃𝐷𝑅𝐵!" + 𝛽(𝑈𝑀𝐾!"

+ 𝜀!" 
Model persamaan data panel dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

bagaimana Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, 
yaitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, 
Produk Domestik Regional Bruto, serta upah minimum kabupaten atau kota. Model 
ini menjelaskan bahwa setiap faktor tersebut diasumsikan memiliki pengaruh yang 
berbeda-beda terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan 
diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 
berperan dalam memperkuat produktivitas manusia, infrastruktur jalan membuka 
akses masyarakat terhadap layanan dasar, PDRB menunjukkan pertumbuhan 
ekonomi daerah, sementara upah minimum mencerminkan kesejahteraan pekerja. 
Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berusaha mengukur secara 
kuantitatif seberapa besar kontribusi masing-masing faktor dalam mendorong 
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua. 
3.  Hasil dan Pembahasan 
3.1 Hasil 

Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier adalah tiga uji paling umum 
dipergunakan dalam proses pemilihan model yang baik pada regresi data panel. 
Setiap uji memiliki metodologi dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya 
berkontribusi untuk menemukan model terbaik antara Common Effect Model (CEM), 
Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). 
Pemilihan Model Terbaik 

Pemilihan model terbaik dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian uji 
yang membandingkan beberapa pendekatan estimasi. Hasil pengujian 
menunjukkan adanya perbedaan rekomendasi antara uji yang digunakan, di mana 
Uji Chow mengarah pada penggunaan Fixed Effect Model, sedangkan Uji Hausman 
dan Uji Lagrange Multiplier mengindikasikan bahwa Random Effect Model lebih 
sesuai. Dengan mempertimbangkan konsistensi hasil dari dua pengujian terakhir 
yang sama-sama merekomendasikan Random Effect Model, maka model estimasi 
yang dipilih dalam penelitian ini adalah Random Effect Model, karena dinilai lebih 
tepat dalam menggambarkan hubungan antarvariabel serta dapat mengakomodasi 
variasi individual dalam data secara lebih efisien. 

Tabel 1. Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier 
Effects Test Prob. Hasil Uji 

Uji Chow 0.0000 Fixed Effect Model 
Uji Hausman 0.2596 Random Effect Model 
Uji Lagrange Multiplier 0.0000 Random Effect Model 

Sumber:Olah data dengan e-views (2025) 
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Tabel 1 hasil Uji Chow memperlihatkan nilai probabilitas 0.0000 < 0.05, yang 
mengartikan model terbaik ialah FEM. Selanjutnya, hasil dari pengujian Uji 
Hausman menunjukkan nilai probabilitas mencapai 0.2596 > 0.05, artinya model 
terbaik adalah REM. Hasil dari Uji chow dan Uji hausman memperlihatkan 
inkonsistensi yang kemudian diperlukan rangkain uji berikkutnya. Hasil Uji 
Langrange Multiplier memperlihatkan nilai probabilitas 0.0000 < 0.05, yang 
mengartikan model terbaik adalah REM. Model estimasi terbaik dapat diperoleh 
dengan mempergunkan REM, berdasarkan rekomendasi dari hasil Uji Hausman 
dan Uji Lagrange Multiplier. 
Hasil Estimasi 

Hasil estimasi dengan menggunakan model Random Effect menunjukkan 
bahwa variabel independen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah di bidang 
pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, PDRB, serta UMK secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-
Statistic yang lebih kecil dari tingkat signifikansi, sehingga hipotesis nol ditolak. Nilai 
R-Squared sebesar 0,5579 menggambarkan bahwa lebih dari setengah variasi IPM 
dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi 
oleh faktor lain di luar model. Namun, jika dilihat secara parsial, hanya variabel 
PDRB yang berpengaruh signifikan terhadap IPM, sementara variabel pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur jalan, dan UMK tidak menunjukkan pengaruh yang 
signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui PDRB 
memiliki peran yang lebih dominan dalam meningkatkan pembangunan manusia 
dibandingkan dengan variabel lain dalam penelitian ini. 

Tabel 2. Data Panel Model REM 
Variabel Dependen: IPM 

  Coefficient t-Statistic Prob. 
(Constanta) -2.559.863 -1.411.797 0.1683 
Log(EDUC) 0.304484 0.701009 0.4887 
Log(HEALTH) -0.226895 -0.776903 0.4433 
Log(INFJL) -0.297925 -0.953101 0.3482 
Log(PDRRB) 5.955.851 5.186.431 0.0000*** 
UMK 1.54E-06 0.946705 0.3514 
R-Squared  0.557911  

F-Statistic  7.571.936  

Prob(F-Statistic)  0.000106  

N  36  

Catatan: *Signifikan pada level 10%; **Signifikan pada level 5%; 
***Signifikan pada level 1% 

Sumber:Olah data dengan e-views (2025) 

Tabel 2 Hasil regresi model REM, menunjukkan nilai R squared sebesar 
0,5579. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen pengeluaran 
pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, PDRB, dan UMK 
sebesar 55,7% dapat menjelaskan variasi variabel dependen IPM, sedangkan 
sisanya 44,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai prob. F statistik 
0,000106 < 0,05, artinya variabel pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, PDRB 
serta UMK secara bersamaan berdampak pada IPM. Berdasarkan hasil estimasi 
model Random Effect dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di 
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bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, PDRB, dan UMK secara bersama-
sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan 
bahwa faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas 
pembangunan manusia, meskipun masih terdapat variabel lain di luar penelitian 
yang juga turut memengaruhi. 
Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji multikolinieritas pada model regresi menunjukkan bahwa seluruh 
variabel independen memiliki nilai VIF yang masih berada dalam batas toleransi. 
Hal ini berarti antarvariabel independen tidak saling berkorelasi secara kuat, 
sehingga masing-masing variabel mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap 
variabel dependen tanpa menimbulkan bias. Dengan demikian, model regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari permasalahan 
multikolinieritas. 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas (VIF) 
Variabel Centered VIF 

C NA 
Log(EDUC) 1.924595 

Log(HEALTH) 1.149120 
Log(INFJL) 1.346352 
Log(PDRB) 1.433737 

UMK 1.844082 
Sumber: Olah data dengan e-views (2025) 

Berdasarkan Tabel 3 pengujian multikolinieritas menghasilkan nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel independen masing-masing < 10. 
Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pengujian multikolinieritas, hasil nilai 
VIF menunjukkan bahwa masalah multikolinieritas tidak ditemukan pada model 
regresi penelitian ini. Ketiadaan multikolinieritas pada model regresi juga 
memperkuat keandalan hasil estimasi, karena setiap variabel dapat 
diinterpretasikan sesuai dengan perannya masing-masing. Kondisi ini memberikan 
keyakinan bahwa model penelitian yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut 
dan hasilnya dapat diandalkan dalam menjelaskan hubungan antara variabel 
independen dengan variabel dependen. 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 
Heteroskedasticity Test: Glejser 

Obs*R-squared 1.053.039 Prob. Chi-Square(5) 0.0615 
Sumber:Olah data dengan e-views (2025) 

 Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas ditujukan untuk mengetahui apakah variabel 
dan residual berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.  Hasil Uji 
Glesjer menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran heteroskedastisitas dalam 
model regresi, dengan nilai probabilitas 0,0615 > 0,05. Pada Tabel 2 variabel EDUC 
didapati nilai probabilitas sebesar 0,4887 > 0,05, artinya variabel EDUC tidak 
mempengaruhi secara signifikan terhadap IPM. Pada variabel HEALTH didapati 
nilai probabilitas sebesar 0,4433 > 0,05, artinya variabel HEALTH tidak 
mempengaruhi secara signifikan terhadap IPM. Pada variabel INFJL diperoleh nilai 
probabilitas 0,3482 > 0,05, artinya variabel INFJL tidak memengaruhi secara 



Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Tia. 11(3): 867-879 
 

 874  
 

signifikan terhadap IPM. Pada variabel PDRB diperoleh nilai probabilitas sebesar 
0,0000 < 0,05, artinya variabel PDRB memengaruhi secara signifikan terhadap IPM. 
Pada variabel UMK diperoleh nilai probabilitas 0,3514 > 0,05, artinya variabel UMK 
tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap IPM. Berdasarkan Tabel 2 hasil 
regresi model REM hanya variabel PDRB yang berpengaruh signifikan terhadap 
IPM. Nilai koefisien regresi variabel PDRB bernilai positif sebesar 5.9558, diartikan 
bahwa jika variabel PDRB naik satu persen maka variabel IPM naik 0,0595 basis 
poin.  
3.2  Pembahasan  

 Berikut ini adalah penjelasan tentang hasil pengujian parsial, yang disajikan 
dalam Tabel 2, yang menunjukkan bagaimana variabel independen dan variabel 
dependen pada penelitian ini terdapat keterkaitan satu sama lain. 
Pengaruh Pengeluaran Pendidikan terhadap IPM 

Hasil dari uji hipotesis memperlihatkan bahwa variabel pengeluaran 
pendidikan tidak mempengaruhi IPM di Provinsi Papua. Hasil studi tersebut sejalan 
dengan penelitian Ismail et al., (2021); Susanti (2020); Arofah & Rohimah, (2019); 
dan Muliza et al., (2017) bahwasannya pendidikan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap IPM. Meskipun ada upaya yang telah dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan, masih ada beberapa masalah yang harus 
ditangani. Kualitas pendidikan yang rendah adalah salah satu masalah utama, yang 
tercermin dalam kekurangan fasilitas dan sumber daya manusia (Oktania et al., 
2024). Tantangan yang memengaruhi IPM di Provinsi Papua yaitu sektor 
pendidikan. Hal ini menunjukkan dana besar yang dialokasikan oleh pemerintah 
untuk Provinsi Papua dalam menunjang pendidikan kurang efektif untuk program 
yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Salah satu faktor 
penyebab dari kondisi tersebut adalah letak geografis Papua yang terpencil, dengan 
banyak daerah yang sulit diakses karena kekurangan infrastruktur, seperti jalan 
yang rusak, kurangnya transportasi sehingga membuat akses ke sekolah menjadi 
terbatas. Selain itu, dari sisi kebudayaan bahwa masyarakat memiliki tantangan 
dalam pengintegrasian kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal 
dan kearifan budaya setempat. 
Pengaruh Pengeluaran Kesehatan terhadap IPM 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwasannya variabel pengeluaran 
kesehatan tidak mempengaruhi IPM di Provinsi Papua. Hasil penelitian tersebut 
sejalan dengan Fahmi (2018) dan Aulia et al., (2023) yang menyatakan bahwa IPM 
tidak terpengaruh oleh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa sektor kesehatan masih membutuhkan lebih banyak perhatian, 
terutama dalam hal pembelanjaan pemerintah daerah. Anggaran harus difokuskan 
pada belanja preventif (pencegahaan) dari pada kuratif (penyembuhan) (Mongan, 
2019). Sedangkan di Provinsi Papua, rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk 
sektor kesehatan menjadi penyabab utama terjadinya berbagai masalah yang 
mengganggu kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu dampak langsung dari 
rendahnya pengeluaran kesehatan adalah kurangnya infrastruktur yang layak. 
Selain itu, kekurangan peralatan yang mendukung layanan kesehatan juga sangat 
mengkhawatirkan. Hal tersebut membuat diagnosis dan penanganan penyakit 
menjadi sulit, sehingga resiko komplikasi dan kematian meningkat. 
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Pengaruh Pengeluaran Infrastruktur Jalan terhadap IPM 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa faktor pengeluaran infratsruktur jalan 

tidak berdampak pada IPM di Provinsi Papua. Hasil Penelitian tersebut sependapat 
dengan Susanti, (2020) bahwa variabel infrastruktur jalan tidak berpengaruh 
terhadap IPM, karena adanya masalah pembangunan seperti program yang salah 
sasaran sehingga terjadi ketidakmerataan pembangunann dan adanya kegagalan 
pasar dalam penyediaan barang publik. Kondisi infrastruktur jalan yang tidak 
memberikan dampak besar terhadap perkembangan ekonomi di wilayah tersebut 
mungkin disebabkan oleh pembangunan jalan yang masih belum mampu 
menghubungkan berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut (Wardiningrum & SS, 
2024). Keterbatasan infrastruktur jalan di Papua mencakup berbagai aspek, antara 
lain: kondisi fisik jalan yang buruk, kurangnya aksesibilitas ke daerah terpencil, dan 
minimnya jaringan transportasi yang memadai. Wilayah Papua yang bergunung-
gunung dan berbukit-bukit mempersulit pembangunan jalan yang efisien. Selain itu, 
banyak daerah di Papua masih mengalami keterisoliran, yang berdampak pada 
distribusi barang dan layanan publik yang krusial bagi masyarakat.  
Pengaruh PDRB terhadap IPM 

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa variabel PDRB terdapat pengaruh 
signifikan serta positif terhadap IPM di Provinsi Papua. Artinya, PDRB berkontribusi 
terhadap pertumbuhan jumlah produksi di suatu daerah, serta mendorong 
peningkatan permintaan faktor produksi terutama tenaga kerja. Pendapatan 
masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan permintaan tenaga kerja, 
sehingga memberikan dampak yang baik pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti 
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang merupakan indikator penting 
dalam penilaian IPM. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Nailufar et al., 
(2024); Siagian et al., (2024); Rifai 2022); Adam, (2021) dan Muliza et al., (2017). 
Pertumbuhan ekonomi yang pesat memiliki potensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan penduduk melalui kenaikan pendapatan per kapita. Namun, kondisi 
ini perlu diimbangi dengan pemerataan pendapatan. Tanpa adanya pemertaan yang 
efektif, maka keuntungan dari peningkatan pendapatan tidak akan dirasakan oleh 
seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan daya beli masyarakat berpengaruh pada 
peningkatan pendapatan per kapita dan pemerataan pendapatan. Dengan daya beli 
yang lebih tinggi, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas 
hidupnya dengan mengakses lebih banyak barang dan layanan yang dibutuhkan. 
Oleh sebab itu, investasi yang berkelanjutan dan pengembangkan sektor ekonomi 
di Papua sangatlah penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan PDRB dapat 
berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. 
Selain itu, pertumbuhan PDRB yang tinggi tidak hanya berkontribusi pada 
peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan 
masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Namun, ada juga peneliti lain 
yang berbeda pendapat, seperti Handayani & Woyanti, (2021) yang menyatakan 
bahwa PDRB tidak mempengaruhi IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 
secara signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa konsumsi masyarakat 
masih sebatas pemenuhan kebutuhan pokok.  
Pengaruh UMK terhadap IPM 

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa IPM di Provinsi Papua tidak 
terpengaruh oleh UMK. Hasil studi ini didukung oleh penelitian Kiha et al., (2021) 
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yang juga menyatakan bahwa IPM tidak dipengaruhi oleh UMK. Meskipun 
peningkatan upah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tidak 
selalu berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat terutama ketika 
kenaikan upah disertai peningkatan harga kebutuhan pokok. Dalam konteks ini, ada 
kemungkinan bahwa masyarakat tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam 
kualitas hidup mereka. Selain meningkatkan upah pemerintah juga harus 
mengendalikan inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil, sehingga 
masyarakat dapat merasakan manfaat dari peningkatan upah. Di sisi lain, temuan 
Jahang et al., (2024) memberikan perspektif yang berbeda, bahwa di Kabupaten 
Mimika, UMK mempunyai pengaruh yang signifikan kepada IPM. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dapat meningkat dengan upah yang 
lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan pembangunan dan kualitas hidup 
masyarakat. Hal tersebut karena Kabupaten Mimika terdapat pusat industri 
pertambangan yaitu freeport, sedangkan di Kabupaten Mambero Raya, Waropen, 
Keerom, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Jayapura, Sarmi, Supiori, dan Kota 
Jayapura tidak terdapat pusat industri. 
4.  Kesimpulan  

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengeluaran pemerintah di 
bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, PDRB, dan UMK mempengaruhi 
IPM di semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua. Data panel digunakan dalam 
studi ini mencakup 9 Kabupaten dan Kota Provinsi Papua dengan observasi tahun 
2020 hingga 2023. Hasil studi menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur jalan, dan UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. 
Artinya tidak semua kebijakan fiskal memiliki dampak dalam meningkatkan IPM. 
Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat 
kebijakan yang mengutamakan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara 
menyeluruh dan berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, variabel 
PDRB memiliki pengaruh signifikan pada IPM. Artinya kinerja pemerintah dalam 
pembangunan ekonomi suatu wilayah menghasilkan capaian peningkatan 
pembangunan manusia.  Dalam penelitian ini, salah satu kelemahan yang signifikan 
terletak pada daya ramal model yang hanya mencapai 55,7%. Angka tersebut 
menunjukkan adanya variabel tambahan yang tidak termasuk dalam model ini yang 
dapat memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Dengan daya ramal yang 
terbatas, hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang 
ada, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif yang 
mengeksplorasi variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi IPM. Adanya 
kelemahan penelitian yang telah dijelaskan tersebut dapat menjadi landasan untuk 
pengembangan studi berikutnya, di mana peneliti selanjutnya dapat menggunakan 
metode analisis yang lebih mendalam untuk memasukkan variabel tambahan dan 
rentan waktu yang lebih lama. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan akurasi 
dan relevansi hasil studi di masa yang akan datang. 
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